
BUPATI LAMANDAU 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR';ff TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN 
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 

a. bahwa agar perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Tidak Tetap di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau 
dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan 
mengenai perjalanan dinas, serta dengan tetap memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 04 Tahun 2015 ten tang 
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak 
Tetap Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu adanya 
perubahan satu ayat pada salah satu pasal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perubahan 
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 04 tahun 2015 tentang tentang 
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak 
Tetap Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau yang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang 
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang .. ... . 
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5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (LN 2015 Nomor 58, TLN 5657); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Pe:rwakilan Rakyat Daerah (Lemba:ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

8. Peraturan Peme:rintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Dae:rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi Peme:rintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Mente:ri Dalam Negeri Nomo:r 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae:rah, sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peratu:ran Mente:ri Dalam Nege:ri Nomor 
21 Tahun 2011 ten tang Pe:rubahan Kedua Atas Peraturan Mente:ri 
Dalam Nege:ri Nomo:r 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Mente:ri Keuangan Nomor: 97 /PMK.05/2010 tentang 
Perjalanan Dinas Luar Nege:ri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Nege:ri 
Dan Pegawai Tidak Tetap; 

14. Peraturan Mente:ri Keuangan Nomor: l 13/PMK.05/2012 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Nege:ri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Nege:ri 
Dan Pegawai Tidak Tetap; 



15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015. 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sak.it Umum Daerah 
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 
Nomor 31, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 
30 Seri D); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Ka bupaten lamandau 
Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten 
Lamandau Nomor 31 Seri D); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana 
Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 41 Seri 
D); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 
tentang Organisa si Dan Tata Kerja Dinas Pariwisa ta, Seni Dan 
Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau 
(Lembaran Daerah Kabupaten lamandau Tahun 2009 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42); 

2 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Lamandau Tahun 2011 Nomor 
60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 52 
Seri D); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri D); 

23 . Peraturan Daerah Ka bu paten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 201 2 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 
Nomor 71 Seri D); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip 
Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupa ten 
Lamandau Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Da erah 
Kabupa ten Lamandau Tahun 2012 Nomor 72 Seri D); 

25. Peraturan Daerah .. ... 



Menetapkan 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2012 Nomor 73 Seri D); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Lamandau, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Nomor 74 Seri D); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Lamandau, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 
Nomor 86, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 
75 Seri D) . 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI 
NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI 
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUP 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 

Pasal I 

Melakukan perubahan Pasal 6 Peraturan Bupati Lamandau Nomor O 1 Tahun 2015 tentang 
Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 (Berita Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 391) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 6 ayat (14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Tetap 
(2) Tetap 
(3) Tetap 
(4) Tetap 
(5) Tetap 
(6) Tetap 
(7) Tetap 
(8) Tetap 
(9) Tetap 
(10) Tetap 
(11) Tetap 
(12) Tetap 
(13) Tetap 
(14) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana 

dan PTT pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, ST dan SPD-nya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris 
DPRD dan Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja atas nama Bupati dan apabila 
masing-masing berhalangan maka penandatangan ST dan SPD-nya tersebut dapat 
diwakili oleh Asisten yang mewakili Sekretaris Daerah pada saat itu dan/ a tau ditunjuk 
langsung oleh Sekretaris Daerah untuk menandatangani ST dan SPD dari SKPD pada 
saat Sekretaris Daerah ada. 



Pasal n 

Peratu.ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. 

· 8AGIAN HUKUM . . ·1 

ifTDA KABUPA.TEN LAMA~DAU I 
JA8-U ,i ,o.J 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal :).-0 - \\ .. n'S 

BUPATI LAMANDAU, 

MARUKAN 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

ARIFIN LP. UMBING 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2015 NOMOR '-\1-\{ 



( ~ ~-"i PEMERINTAII KABUPATEN LLUIANDAU 

1f~\1 SEKRETARIAT DAERAD 
\~

1
Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078 

~~::~,,, Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah 
Kade Pos 74662 

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
Nomor : 188/ 483 /IX/HUK/2015 

Disampaikan dengan hormat : 

Kepada Yth, 

Dari 

Tentang 

Dasar 

Lampiran 

Penjelasan 

Kesimpulan 

Bupati Lamandau 
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau 

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau 

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perjalanan 
Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan 
Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Perundang-U ndangan. 

2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah. 

3. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Kepala Dinas PPKAD 
Kabupaten Lamandau, Nomor :900/ /DPPKAD/IX/2015, tanggal 
September 2015 

Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau. 

1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini. 

2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 1 
Tahun 2014. 

Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat 
ditandatangani oleh Bupati Lamandau. 

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih. 

'!it.·&tA· ~~ 
~~,L~) 
lv\.oVUIV\ ~a/~ f '1f-,r 

'(AL,~µ ~,J, . 

-=~ ~-~ 

~~'1 ~ 
~ f.¾1r 

Nanga Bulik, 25 September 2015 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
KABUPATEN LAMANDAU, 

Etr~H 
NIP. 197 0131 2003 12 1 006 


